
KEDUDUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM 

JABATAN PEMERINTAHAN 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

DIANTO SEPTYAWAN 

NIM 02124061 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NAROTAMA 

SURABAYA 

2025





































i 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas  berkat dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi yang berjudul “Kedudukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dalam 

Jabatan Pemerintahan”. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam 

mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Sarjana Satu Fakultas Hukum 

Universitas Narotama. 

 Sebagai bahan penulisan skripsi ini diambil berdasarkan hasil observasi dan 

studi literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari tanpa bimbingan 

dan bantuan dari semua pihak, maka penulisan tugas ini tidak akan berjalan dengan 

lancar dan skripsiini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan 

penelitian ini. Untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan 

terima kasih kepada:   

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Bapak Dr. Arasy Alimudun, 

S.E., M.M. berserta jajaran yang telah memberikan kesempatan dan 

fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan 

program Sarjana di Prodi S1 Ilmu Hukum. 

2. Kepala Program Studi Sajana Ilmu Hukum Universitas Narotama 

Surabaya, Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H. sekaligus merupakan 

Dosen Pembimbing Penulis, serta seluruh staf Universitas Narotama 

yang telah membaktikan segenap tenaga dan pemikirannya dalam 

mendukung dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.  

3. Seluruh Dosen Pengajar S1 Ilmu Hukum, yang telah membaktikan 

segenap tenaga dan pemikirannya serta terima kasih atas ilmu yang 

diajarkan.  

4. Seluruh rekan-rekan Seangkatan atas kebersamaan dalam suka maupun 

duka, kerjasama, dukungan dan bantuannya selama ini. 



ii 

 

5. Keluarga, Istri dan Anak penulis yang telah memberikan dukungan 

moril dan meteriil serta doa dan motivasi selama menyelesaikan penulisan 

ini,   

6. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.   

 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 

sendiri dan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum 

Ketatanegaraan, serta menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, 

maupun praktisi hukum yang tertarik mendalami topik serupa.  

             

           Surabaya, 30 Juli 2025 

 

 

                  Penulis 

 

  



iii 

 

ABSTRAK 

 

Sejak era reformasi, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam bidang sosial-

politik telah semakin terbatas. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terdapat sedikit perubahan 

mengenai tugas dan peran khususnya Prajurit TNI, seperti penambahan tugas dalam 

operasi militer selain perang (OMSP) serta keterlibatannya dalam ranah sipil. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan 

Perundang-Undangan (statue approach) dan pendeketan konsep (conseptual 

approach). Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai ratio legis Prajurit 

TNI dapat menduduki jabatan pemerintahan dalam Pasal 47 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2025 dan konformitas Prajurit TNI dalam menduduki jabatan 

pemerintahan.  

 

Kata kunci: Kedudukan, Prajurit TNI, Jabatan Pemerintahan.   
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ABSTRACK 

 

Since the reform era, the role of the Indonesian National Army (TNI) in the socio-

political field has been increasingly limited. However, with the enactment of Law 

Number 3 of 2025 which is an amendment to Law Number 34 of 2004 concerning 

the Indonesian National Army, there are slight changes regarding the duties and 

roles of TNI Soldiers in particular, such as the addition of duties in military 

operations other than war (OMSP) and involvement in the civilian sphere. This 

research is a normative legal research with a statue approach and conceptual 

approach. Therefore, this research discusses the ratio legis of TNI Soldiers can 

occupy government positions in Article 47 of Law Number 3 Year 2025 and the 

conformity of TNI Soldiers in occupying government positions. 

Keywords: Position, TNI Soldier, Government Position. 
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